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TENTANG 

PAJAK POTONG TERNAK ^ 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TDHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPAIA DAERAH TINGKAT I I P A C I I A H 

I bahwa Feraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I I Pacitan 
Honor 10 tahun i960 tentang nengadakan dan memungut Fajak 
potong Ternak yang diubah pertana sampai dengan keempat ka 
l i n y a dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I I 
Pacitan Nomor 8 tahun 1983 tentang Perubahan keempat k a l i 
peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I I Pacitan No -
mor 10 tahun I960 tanggal 9 J u l i 1983 yang disyahkan daigan 
Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 973«5tt.33 -
829 tanggal 15 Oktober 1984* diumumkan dalam Lembaran Dae­
rah Kabupaten Daerah Tingkat I I Pacitan Nomor 2 S e r i A -
tanggal 6 Desember 1984 audah t idak sesua i l a g i dengan kê  
adamn sekarang, maka dipandang per lu untuk diubah dengan -
peraturan Daerah induk yang baru. 

Menglngat t ^ . Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok -
Femerlntahan di Daerah ; 

2* Undii'ng-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan -
Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Java Timur ; 

^ 3 . *^ndang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan 
Umum Fajak Daerah ; 

" 4 . Ordonanei-Pajak Potong tahun 1936 ; • 
' 5 . Undang-undaug Perinbangan Keuangan 1957 I 

6. Undang-undang Komor 6 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pe 
ternakan dan Kesehatan Hewan ; 

^ 7 . Peraturan Pemerintah Nomor. 3 tahun 1957 tentang Per^ye -
rahan Pajak legmra kepada Daerah. 

Dengan pers'etu3uan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah T ing ­
kat I I Pacitan, 
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M E M U T U S K A N 

Menetapkan : PERATORAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I PACITAN TEN 
TANG PAJAK POTONG TERNAK. 

-,. . BAB I . . . . 
' KETENTUAN UMUM 

- -"Paflal-I 

Dalam Peraturan Daerah i n l yang dlmaksud dengan I s t l l a h : 

a . Pemerintah Daerah, l a l a h Pemerintah Kabupaten'Daerah -
Tingkat I I Pacitan j 

b. Kepala ^aerah, i a l a h Eupatl Kepala Daerah Tingkat I I 
Paci tan ; ^ 

c . DFRD, iftlfth Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten -
Daerah Tingkat I I Pacitan ;• 

d . Pajak Potong ternak, l a l a h pajak yang dlpungut karena-
memotong ternak piaraan s ap i , kerbau, kuda, babi dan 
domhe atau kamblng ; 

e . Ternak, i a l a h hewan piaraan yang kehidupannya» yakni -
mengenai tempat perkembang biakkannya s e r t a manfaatnya 
diatur dan diawasi oleh manusla eerta d lpe l lhara khu -
sue sebagal penghasil bahan-bahan dan J a s a - J a S a yang 
berguna bagl kepentingan hidup manusia % 

f• Ah l i , i a l a h Dokter-dokter hewan, dan atau s a r j ana - s a r -
jana peternakan dlsamplng I t u orang-crang l a i n yang -
berdasarkan pendidlkan dan l lmu pengetahuannya diteta£ 
kan oleh Menteri sebagal a h l i ; 

g. Memotong, i a l a h nembunuh ternak atau segala perbuatan-
yang nyata-nyata harue dianggap sebagal perslapan lan£ 
sung ditujukan untuk membunuh atau tindakan-tlndakan -
aelanjutnja terhadap ternak yang dibunuh | 

h . Pemotongan Darurat, l a l a h pemotongan ternak huruf b 
a a l i n i yang terpakaa harus dllakukan karelim t 

1• Ternak i t u luka- luka akibat diserang blnatang buas-
atau karena kecelakaan, sehingga keadaan mengkhawa-
t l rkan ha l mana harus dipyatakan oleh kepala Daerah 
atau Pejabat yang d i tugas l untuk i t u ; 

2 . Ternak i t u berpezQrakit menular dan karenapya untuk-
preventlp atau pemberantaSanpya sehingga dianggap -
perlu ternak i t u harus dlpotong sete lah dinyatakan-
oleh a h l i : 



3 . Ternak i t u cacat se jak d i l ah l rkan dan berdasarkan cacat 
dlmakaud menurut keputusan a h l i per lu dlpotong ; 

4. Ternak s a k i t yang dikhawatirkan mat i , 

" " 1 . PeBiotongah"ha3ad'(pesta-)i i a l a h pemotongan ternak dlmaksud 
hurui c pasal i n i bagl mercka yang tidak menjadlkan pemo -

-tongan ternak.dlmaksud sebagal perusahaan atau nata l>en -
caharian i 
pemotongan usaha, i a l a h pemotongan ternak sebagal dlmaksud 
huruf b pasal i n i bagl mereka yang menjadlkan pemotongan -
ternak dlmaksud sebagal perusahaan atau mata pencaharlan ; 

k« petugas pemungut paJak, i a l a h pegawal yang ditunjuk dan d l 
tetapkan oleh Kepala Daerah untuk melaksgnakan pemungutan-
pajak. 

Pasa l 2 

( 1 ) . Untuk memotong ternak harus ada i j l n t e r t u l i s dar i Bupat l -
- Kepala Daerah Tingkat I I pacitan atau pegawal pejabat yang 

ditunjuk ; 
( 2 ) I J i n aebagal dlmaksud ayat ( 1 ) pasal i n i d iber lkan kepada-

yang berkepentingan apablla pajak t e l ah lun^s dibayar pada 
vaktu i t u pida t 

( 3 ) I J i n t e r t u l i s dlmaksud ayat ( 1 ) pasal i n i se lan jut rya d i -
sebut Surat potong sekaligus dianggap sebagal tanda buk t i -
pembayaran pajak ; 

(4) Warna dan bentuk s e r t a ukuran Surat Potong ternak dlmaksud 
ayat ( 3 ) pasal i n i ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah -
Tingkat I I Pacltan, ' 

BAB I I 
KETENTUAN P E R I J I H A K 

Pasal 3 

Barang s iapa hendak memotong ternak guna keperluan perusahaan -
atau mata pencaharian, keperluan hajad (pesta) pemotongan daru­
r a t dan ataupun pemotongan atas daSar ternak yang t ldak dapat -
l a g i dlpergunakan sebagal a l a t ker ja produktlf harus mendapat -
I J l n berupa surat i j l n atau i>urat Potong ternak da r i A-^Jabat -
berwenang. . 

Pasal 4 

( 1 ) untuk memperoleh Surat potong ternak sebagal dlmaksud paSal 
3 peraturan Daerah i n l pemohon atau yang berkepentinfan ha ­
rus t e r l e b ih dahulu mlnta Surat Keterangan kepada Kepala -
Desa/Keiurahan setempat, dengan mencantumkan nama, al'amat -
aarta tujuan pemotongan ternak ; 



( 2 ) Dntuk memperoleh Surat.Keterangan aebagal dlmaksud ayat (1 ) 
. pasal I n l yang berkepentingan harus membava dan atau menun-

jukkan Kartu ternak beaar/kecl l yang hendak dlpotong kepada 
Kepala Deea/Kelurahan setempat ; 

( 3 ) Apablla ternak yang hendak dlpotong tersebut belum terdaf -
tar atau memlllkl kartu ternak, maka petugaa/pegawal Kantor 
Desa/K^lurahan yang dltunjuk untuk menangani h a l tersebut -
nendaftardan memerlksa-serta menel i t l Termasuk Surat Kete­
rangan Jual b e l l ternak dimakaud, 

Pasal 5 

(1 ) Diwajlbkan bagl pemohon atau yang berkepentingan menunjuk -
kan Surat Keterangan sebagal dlmaksud paSal 4 ayat (1 ) Pera 
turan Daerah i n l kepada Bupati Kepala ^ e r a h atau Camat Ke­
pala Vi layah untuk selanjutpya guna memperoleh Surat potong 

. ternak ;. 
( 2 ) Surat pojiong ternak sebagal dlnaksud ayat 1 pasal i n i dinya 

takan syah apablla t e l ah ditanda tangani oleh Pejabat yang-
berwenang atau Camat dan d i l e g a l i s a s i oleh e h l l atau peja -
bat yang ditunjuk ; 

( 3 ) l e g a l i s a B l oleh a h l i sebagal dlmaksud ayat 2 paSal i n i seba^ 
ga l bukti pertanggung jawaban bahwa ternak yang hendak dipo 
tong i t u te lah d iper iksa dan d i t e l l t i dlnyatakan sehat da -
gingnya dapat dikosnmsi oleh me^yarakat, 

' BAB I I I • 

KETSKTUAN PAJAK 

Pasal 6 

Besarnya pajak ditentukan berdasarkan k l a s i f l k a s l dan tujuan pe 
notongan ternak yang hendak dlpotong sete lah persyaratan yang-
ditentukan dipenuhi. 

Pasal 7 

Padak dlpungut da r l yang berkepentingan (wadlb paJak) dimana -
pembayaranrya dllakukan bersama dengan pemberlan i d i n oleh peda 
bat berwenang/pemungut padak. 

Pasal 8 -
K l a s i f l k a s l sebegaimana dlmaksud pasal 6 peraturan Daerah i n i -
ditentukan sebagal berlkut ; 



(1 ) Untuk seekor flapi, kerbau ; 

a . Fenotongan guna keperluan perusahaan atau mata pencaharlan 
sebesar Rp, 2 0 0 9 ^ - ( dua r l bu ruplah ) ( 

b, pemotongan guna keperluan hadad (peeta) sebesar Rp .1 .500, -
8eribu_,llma..ratiffi ruplah ) J 

c* Pemotongan darurat sebesar Rp. 1000, - ( se r lbu rup lah ) . 

( 2 ) Untuk seeker kuda ! 

a . Pemotongan guna keperluan perusahaan atau mata pencaharlan 
aebesar Rp. 2 0 0 0 , - (dua r l b u ruplah) ; 

b , Pemotongan guna keperluan hajad (pesta ) sebesar Rp ,1 ,500 , -
( eerlbu lima ratus ruplah ) ; 

c * Pemotongan darurat sebesar Rp. 1 0 0 0 , - ( se r lbu rup lah ) . 

(3 ) Untuk seeker babl : 

a* Pemotongan guna keperluan perusahaan atau mata pencaharlan 
sebesar Rp. 3 .000 , - ( t l g a r lbu r u p l a h ) ( 

b, Pemotongan guna keperluan haded ( pesta ) sebesar 
Rp* 2 . 5 0 0 , - ( dua r l bu llipa'^ratus-ruplah ) j 

c . Pemotongan darurat sebesar Rp. 2 0 0 0 , - (dua r l bu rup lah ) , 

(4 ) Seekor kEmblrgj' domba atau b i r i - b i r l : 

a . Pemotongan guna keperluan perusahaan atau mata pencaharlan 
sebesar Rp. 500 , - ( l ima ratus ruplah) J 

b . Pemotongan guna keperluan hadad (pesta) sebesar Rp, 300 , -
( t l ga ratus ruplah ) I 

c . Pemotongan darurat sebesar Rp. 2 0 0 , - (dua ratus rup lah ) . 

Ketentuan pasa l 8 Feraturan Daerah I n l t ldak berlaku bagl pemo -
tongan ternak untuk kepentingan keagamaan. 

BAB ,IV 
KSTSfiTUAK PEMOTONGAN DAN 

lARANCAN - lARANGAN 
Pasa l 10 

Pemotongan ternak dapat dl lakukan d l Abotolr ( tempat pembanta -
i a n resml ) atau tempat l a i n yang te lah d i id lnkan dimana yang -
berkepentingan berdomisi l i dengan ketentfian tempat dlmaksud baru 
memenuhl syarat higlene/kesehatan. 

Pasa l _ 11 
( l ) Untuk ketentuan pemotongan guna keperluan hadad(pesta) hanya 

dapat d i id lnkan kepada mereka yang berkepentingan apablla -
Bungguh-sungguh t ldak mendadikan pemotongan ternak dlmaksud-
sebagal mata pencaharlan atau perusahaan i 



( 2 ) Uotuk nenotong ternak lembu, kerbau, kuda dan babl yang d l -
k la f i l f ikae ika n pemotongan darurat harus dlnyatakan dengan -
ber i ta Acara pemerlksaan oleh. pejabat berwenang bersama petu 
gas a h l i eebagal dlmaksud peaal 1 huruf e Peraturan U^erah -
I n l . 

Pasal 1 2 

( l } Dl larang memotong ternak tanpa memlllkl t e r l eb ih dahulu Su -
r a t Potong ternak sebagalmana dlmaksud pasa l 4 I 'eraturan UQC^ 
rah I n l ; 

( 2 ) Ketentuan dlmaksud ayat 1 pasal I n l t ldak berlaku terhadap -
ternak yang hendak dlpotong sebagalmana pasal 1 huruf h ang-
ka I f 2 t 3 dan 4 sehingga ternak dlmaksud terpaksa harus d l ­
potong ; ' 

( 3 } Dalam ha l tersebut ayat 2 pasal I n l harus dlkuatkan dengan -
Surat Keterangan Pejebat yang berwenang dalam waktu dua k a l i 
24 ( dua puluh empat } dam sesudah ternak dlmaksud dlpotong-
dan dibayar lunae padakrya. 

Pasal 13 

( 1 ) Daging ternak yang t e r a s a l d s r l penotcngan untuk keperluan -
haded (peeta) , d i larang t 

a . Dldual atau dlserahkan kepada orang yang mendadikan pemo­
tongan ternak atau pendual daging sebagal perusahaan atau 
mata pencaharlan f 

b. Ditawarkan, d ldual , dlserahkan atgu dlslmpan sebagal per 
sedlaan dlpasar atau dltempat l a i n dimana daging dlperdual 
bel lkan ; 

c . Dlai^kut keluar Ungkungan daerah Tingkat I I Pacitan atau -
dlmana ternak I t u dlpotong, kecua l l dlka pengangkutan d l 
maksud mendapat I d l n da r l Bupati Kepala Daerah. 

( 2 ) Daging ternak dlmaksud ayat ( 1 ) pasal I n l adalah daging t e r ­
nak yang belum dlmasak atau d lo lah . 

Pasa l 14 

Barang s lapa mendalankan pemotongan ternak atau pendualan daging 
aebagal perusahaan atau mata pencaharlan, di larang membell, me -
nawarkan,menyerahkan dan atau menyJmpan sebagal perslapan/perse-
dlaan antuk dldual atas daging yang berasa l da r l ternak-ternak -
yang dlpotong tanpa s e l d l n pedabat berwenang atau hanya dlbayar-
padaknya untuk keperluan hadad ( pesta ) . 



BAB V 

KETEIIIUAM PIDAKA 

• Pasal 15 . 

Barang s lapa me lan^ar ketentuan-ketentuan dalao pasa l 4,5,11,12 
danJ 3 Peraturan Daerah I n l dlancam pidana kurungan selama-lana-
r y a 3 ( t l ga ) bulan atau'dcndchBebanyak-banyaknya Rp.50,000, -
( l i o a puluh r l bu ruplah ) . 

- iBABVYI^v 
. PSWYIDIKAN 

Pasal 16 

Se l a l n oleh Pejabat Penyldlk Qnun, peiyldlkan atas tlndeu^'pidana 
sebagalnana dlmaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah I n l d l l aku ­
kan oleh Fejabat Pe iy ld lk Pegawal Negeri S i p l l dlllngkungatt Peme 
r l n t ah Kabupaten Daerah Tingkat I I Pacitan yang pengangkatannya-
dltetapkan sesua l dengan peraturan perundang-undangan yang ber­
l aku , 

- ^ BAB V I I _ . 
' KETENTUAN PENIITUP 

Pasa l 17, 

Dengan be r l ^unya Peraturan Daerah I n i , maka Peraturan Daerah -
Tingkat I I Pacitan J'omor 10 tahun I960 duincto Komor 1 tahun 1970, 
Nomor 9 tahun 1972, Nomor 3 tahun 1976 dan Nomor 8 tahun 1985 d i 
nyatakan t ldak berlaku l a g i , 

Pasa l 18 
Ha l -ha l yang belum diatur dalam Peraturan Daerah I n l sepandang -
mengenahl pelaksansannya akan ditetapkan l eb ih l an ju t oleh Kepala 
Daerah, 

Pasal 19 

peraturan Daerah i n i mulal berlaku pada tanggal dlundangkan. 

- Pac i tan , " 27 Pebruarl 1987 

DEVAN PBRVlKIDAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I I 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I I PACITAN P A C I T A N 

. KBTUA, • 
Cap. t t d . Cap. t t d . 

S O E K A T N O MOCHTAR AKDDLKADIR . 
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Dlsahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal -
19 - 8 - 1987 Nomor 973.521.35-1156. 

DIREKTORAT JEKDERAL PEMERIHTAHAN 

UMDM DAN OTONOMI DAERAH 

DIREKTUR PEMBINAAN PEMERIKTAHAN 

DAERAH 

Cap. t t d , 

Dre. H. SOEMARNO 

Dlundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I I 
Paci tan tanggal 31 - 10 - 1987 Nomor 3 S e r i A tahun 1937. 

An. BUPATI KEPALA DAERAH IIK3KAT I I 
P A C I T A N 

Sekretar l s Wllayah/Daerah 

Drs . SUPARDJIMIH 
HIP, 010 049 524 


